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Abstrak

Perlindungan hak yang mungkin didapat konsumen/nasabah adal ah melalui lembaga konsumen. Akan
tetapi, pihak lembaga konsumen dalam fungsinya sebagai |embaga yang menjembatani kepentingan
konsumen dengan para pengusaha, sering mengalami hambatan-hambatan baik dari konsumen sendiri,
pengusaha, maupun pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk
perlindungan hukum terhadap konsumen/nasabah anjungan tunai mandiri. Tujuan penelitianini untuk
mengetahui dan memahami secaralebih jelasbentuk perlindungan hukum terhadap konsumen/nasabah
anjungan tunai mandiri di lembaga keuangan perbankan. Pendekatan masalah dalam penulisan ini
adalah pendekatan yuridis normatif. Setelah data dikumpulkan dan diolah, selanjutnya dianalisis
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen
(nasabah) yang melakukan electronic banking melalui Anjungan Tunai Mandiri yaitu pemberian
keamanan kartu dilakukan dengan mengkombinasikan penggunaan magnetic stripe dengan
penggunaan chip (integrated circui”), yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan/atau
memproses data, sehingga pada kartu dapat ditambahkan aplikasi untuk kepentingan pengamanan
pemrosesan data transaksi serta peningkatan keamanan mesin Electronic Data Capture (EDC) pada
penyedia barang dan/atau jasa (merchant/point of sales), keamanan mesin ATM, dan keamanan pada
sistem pendukung dan pemroses transaksi (back end system) yang berada pada penerbit, Acquirer
dan/atau third party processor, dilakukan dengan cara menyediakan mesin dan sistem yang dapat
memproses kartu dengan teknologi chip sehingga keamanan konsumen terjamin.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, nasabah bank

|. PENDAHULUAN

Pel aksanaan kegiatan usahabank secaraumum adal ah pengumpulan dana, pemberian
kredit, mempermudah s stem pembayaran dan penagihan, sertapemberian jasakeuangan lainnya
(Muhammad Djumhana, 2000:140). Secaragarisbesar kegiatan jasa perbankan tersebut bila
dilihat dari segi pendapatannyamakadikena dengan jasayang menghasi|kan pendapatan berupa
bunga seperti pemberian kredit, dan pendapatan non bunga (fee based income) seperti
menyewakan safe deposit box, transaks va utaasing, transaksi Anjungan Tunal Mandiri (ATM),
bank garang, dan sebagainya. Lembagaperbankan sebagai sd ah satu bentuk lembagakeuangan
merupakan inti dari 9stem keuangan dari setigp negara. Karenaiamerupakan lembagakeuangan
yang mempunyai kedudukan sangat penting da am kehidupan perekonomian, adapun lembaga
keuangan add ah semuabadan yang melaui kegiatan-kegiatannyadi bidang keuangan menarik
uang dari dan menyalurkannyake dalam masyarakat (K etut Rindjin, 2003:13).

Ketentuan Pasal 1 butir (2) UU Perbankan menyatakan bahwa: Bank adalah badan
usahayang menghimpun danamasyarakat dalam bentuk s mpanan dan menya urkannyakepada
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masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnyadal am rangka meningkatkan
taraf hidup orang banyak. Berdasarkan kegiatan bank secaraumum, dapat diketahui bahwa
bank merupakan lembagakeuangan yang kegiatannyaberfungs sebagai financial intermediary
yang usahautamanyamenghimpun dan menya urkan danamasyarakat sertamemberikan jasa
jasalainnyadalam lau lintas pembayaran. Duafungsi tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebagai
badan usaha, bank akan seld u berusahamendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnyadari
usahayang dijalankannya. Sebaliknya, sebagai |lembagakeuangan bank mempunyai kewgjiban
pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan
kesempatan kerja. Upayauntuk mel aksanakan mengoptimalkan pe ayanan yang primadi lembaga
perbankan yaitu dengan mendirikan ATM-ATM padatempat-tempat yang strategis. Di mana
tujuandidirikannyaATM tersebut yai tu untuk memudahkan nasabah dd am rangkamenarik atau
menyetor danasecaratunal, melakukan pemindahbukuan, dan memperoleh informas mengena
saldo rekening nasabah.

Penggunaan uang sebagai sarana pembayaran sudah dikenal luas dan merupakan
kebutuhan pokok hampir di setigp kegiatan masyarakat. Namun dalam perjd anannyapenggunaan
uang mengaami berbagal hambatan tertentu. Jikapenggunaan dalamjumlah besar hambatannya
adalah risko membawauang tunai sangat besar. Risiko yang timbul dan harus dihadapi ada ah
seperti risko kehilangan, pemal suan, atau terkena perampokan. Akibatnyakegiatan penggunaan
uang tunai sebagal dat pembayaran mulai berkurang penggunaannya. Automeatic Teller Machine
(ATM) adalah salah satu bentuk produk perbankan hasil teknologi (komputer) dalam upaya
peningkatan pel ayanan bank kepadanasabah. ATM mampu menggantikan fungs uang sebagai
alat pembayaran. Penggunaan ATM dirasakan | ebih aman dan praktis untuk segalakeperluan.
Jkaautadinyanasabah dilayani oleh petugasbank di kantor bank yang bersangkutan bilahendak
bertransaksi, dengan ATM nasabah tetap dapat mel akukan kegiatan keuangan rutin tersebut
tanpaharuspergi kekantor yang bersangkutan. Mea ui ATM nasabah dapat me akukan penarikan
tunai, penyetoran, pemindahan buku antar-rekening, melihat informasi saldo, dan menukarkan
cek setiap saat selama24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu dan padawaktu libur, ATM
diberikan padakonsumen (nasabah) untuk mel akukan pembayaran di berbagai tempat seperti,
hotdl, restoran, tempat hiburan, supermarket dan tempat-tempat lainnya.

Sebagal saranauntuk mel aksananakan kegiatan dalam masayarakat penggunaan ATM
selain memberikan kemudahan bagi nasabah ternyata dapat menimbulkan masalah bagi
pemakainya, misa nyadalam melakukan transaks penarikan, danayang diterimanasabah tidak
sesual dengan danayang didebet dari rekeningnya. Di dalam aplikasi permohonan penerbitan
kartuATM tidak adaklausulayang menyebutkan tentang tanggung jawab pihak Bank. Sehingga
dalam menyel esaikan masal ah yang dialami konsumen (nasabah) pemegang kartuATM, bank
menggunakan kebijaksanaan masing-masing.

Sehubungan kebijaksanaan bank tersebut, maka setiap konsumen (nasabah) yang
mengalami masa ah mendapat penyel esai an yang berbeda-beda. Adanasabah yang mendapat
penyd esaian dengan balk namun adayang tidak. Perlindungan hak yang mungkin didapat nasabah
adalah melaui lembagakonsumen. Akan tetapi, pihak lembagakonsumen dalam menjaankan
fungsinyasebaga lembagayang menjembatani kepentingan konsumen dengan parapengusaha,
sering mengaami hambatan-hambatan baik dari konsumen sendiri, pengusahamaupun pemerintah.
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II.METODE PENELITIAN

Pendlitianini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridisnormatif, yaitu dengan
caramempelgari, mengkgi, dan menginterprestas bahan-bahan kepustakaan yang adadalam
literatur-literatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
penggunaan kartu anjungan tunai mandiri sebagai bentuk prjanjian perbankan sehinggadiperoleh
gambaran mengenal bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian perbankan. Datayang digunakan
dadam pendiitianini adalah datasekunder dan selanjutnyadilakukan analisasecarakudlitatif.

I1l.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari consumer (Inggris American) atau
consument/konsument (Belanda), di manasecaraharfiah arti katakonsumenitu adalah lawan
dari produsen (AZ. Nasution, 1999:3). Sedangkan di dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan K onsumen (yang sel anjutnyadi sebut dengan UUPK)
adalah setiap orang pemakal barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lainnyadan tidak untuk
diperdagangkan. Sedangkan maksud dari barang dan jasayang terdapat dalam Pasal 1 ayat 4
danayat 5 UUPK menyatakan bahwabarang adal ah setigp bendabaik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapak
di habi skan, yang dapat diperdagangkan, dipakal, dipergunakan, atau dimanf aetkan oleh konsumen
(nasabah), sedangkan jasaada ah |ayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestas yang disediakan
bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen (nasabah).

Dalam UUPK ini tampaknyaberusahamenghindari penggunaan kata-kata produsen
sebagai lawan dari katakonsumen untuk itu digunakan kata pel aku usahayang bermaknaluas,
igtilah terakhir ini untuk memberi arti sekaligusbagi produsen, penyal ur, penjua jasaaau produk
yanglazimdiberikan.

K onsumen memang tidak sekadar pembdli tetapi semuaorang (perorangan atau badan
usaha) yang mengkonsumsi jasadan atau barang dimanaterjadinyasuatu transaks konsumen
berupa perol ehan barang atau jasa, termasuk pemilihan kenikmatan dalam menggunakan atau
mengkomsumsinya. Jadi dari bebergpadefinis yang adaistilah konsumen tidak banyak berbeda
di manakonsumen diartikan sebagai pemakai barang dan atau jasaterakhir yang tersediadalam
masyarakat dengan tujuan untuk dikonsums.

Pengertian Perlindungan Hukum terhadap K onsumen
Perlindungan konsumen padahakekatnya adal ah segala upaya untuk menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepadakonsumen, menurut AZ. Nasution
perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan serangkai an peraturan yang memuat azas-
azas atau kai dah-kai dah yang bersifat mengatur dan jugamengandung sifat yang melindungi
kepentingan konsumen (AZ. Nasution, 1999:24).
Dalam ilmu hukum, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua:
1. Perlindungan secarapreventif
Perlindungan secara preventif ada ah upaya pencegahan terhadgp ancaman dan kesd amatan
konsumen meldui perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dil aksanakan sebagai
hukum yang menanggul angi keadaan yang tidak dihargpkan dan memberikan perlindungan
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bagi seseorang, sekelompok orang, masyarakat, sekelompok masyarakat dari suatu keadaan
yangtelahterjadi yang tidak diinginkan.
2. Pelindungan secararepresf

Perlindungan secararepresif adal ah upaya penanggul angan keselamatan konsumen yang
dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan K onsumen Swadayamasyarakat, pel aksanaan
keamanan dan keselamatan konsumen dilaksanakan sebagai hukum pelaksana yang
menanggulangi keadaan yangtidak dihargpkan dan memberikan perlindungan bagi seseorang,
sekel ompok orang, masyarakat, sekelompok masyarakat dari suatu keadaan yang terjadi
yang tidak diinginkan (Bambang Wa uyo, 1992:76).

Daam Pasa 1 ayat 1 UUPK Pengertian Perlindungan K onsumen adal ah segalaupaya
yang menjamin adanyakepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepadakonsumen.dan
Pasal 2 UUPK Perlindungan Konsumen ini berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,
keamanan dan kesd amatan, sertakepastian hokum. Sehubungan denganitu, perlindungan addah
merupakan upayamelindungi konsumen dari perbuatan atau perlakuan pengusahayang hanya
mencari keuntungan semata, sedangkan tujuan dari perlindungan add ah memungkinkan konsumen
dapat menikmati atau memakai suatu produk tanpa khawatir bahwa produk layak atau tidak
layak untuk dipakai.

Pengertian L embaga Per bankan

Bank berasd dari kataltdiabanco yang artinyabangku. Bangku inilah yang dipergunakan
oleh bangkir untuk melayani kegiatan operas onal nya kepada paranasabahnya. I stilah bangku
secararesmi dan popular menjadi Bank (Maayu SP. Hasibuan, 2001:1).

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah Badan
Usahayang menghimpun danadari masyarakat dalam bentuk ssmpanan dan menydurkannyake
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnyadal am rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak

Secara sederhanabank diartikan sebagai |embagakeuangan yang kegiatan usahanya
ada ah menghimpun danadari masyarakat dan menya urkan kembali danatersebut ke masyarakat
dan memberikan jasa-jasabank lainya(Kasmir, 2001:3).

Berdasarkan keduadefinis tersebut di atas dapat diketahui bahwabank merupakan lembaga
keuangan yang kegiatannyaadd ah:

1. Menghimpun dana(uang) dari masyarakat daam bentuk s mpanan, maksudnyadaamhd ini
bank sebagal tempat menyimpan uang atan tempat berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan
utamamasyarakat menyimpan uang biasanyaadal ah untuk keamanan uangnya. Sedangkan
tujuan kedua adalah melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari
smpanannya. Tujuan lainyaada ah untuk memudahkan transaks pembayaran.

2. Menyaurkan danake masyarakat, maksudnyaada ah bank memberikan pinjaman (kredit)
kepadamasyarakat yang mengaj ukan permohonan. Dengan katalain bank menyediakan
danabagi masyarakat yang membutuhkannya.

Perlindungan Hukum Ter hadap Konsumen (Nasabah) Electronic Banking Melalui
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

konsumen dari pelayanan jasa perbankan yangsering dikena dengan sebutan nasabah,
perlindungan konsumen baginyamerupakan suatu tuntutan tidak bol eh diabaikan begitu sgja.
Konsumen (nasabah) merupakan unsur yang sangat berperan dalam duniaperbankan, mati
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hidupnyaduniaperbankan bersandar kepadakepercayaan dari pihak konsumen (nasabah) yang
lebih luasyaitu masyarakat.

K onsumen (nasabah) daam hubungannyadengan jasaperbankan mempunyai kedudukan
yang beradapadaduasis yang dapat bergantian sesual dengan sis manaiaberadaapakahia
berposisi sebagai debitur ataukah iaberposisi sebagai kreditur. Dilihat padasisi pengerahan
dana, nasabah yang menyimpan dananya padabank baik sebagai penabung, deposan maupun
pembeli surat berharga (obligasi atau commercial paper) maka pada saat itu nasabah
berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Dalam pelayanan jasa perbankan
lainnyaseperti dalam pelayanan kartu anjungan tunai mandiri, bank garansi, penyewaan save
depogtiebox, transfer uang, dan pe ayanan lainnya, konsumen (nasabah) mempunya kedudukan
yang berbedapula. Tetapi dari semuakedudukan tersebut pada dasarnyanasabah merupakan
konsumen dari pel aku usahayang menyediakan jasadi sektor perbankan.

Konsumen (nasabah) yang mendapat perlindungan tertuju padaketentuan peraturan
perundang-undangan sertaketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antarabank dengan
nasabah yang dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk aktadi bawah
tangan maupun dal am bentuk otentik. Dalam konteksinilah perlu pengamatan yang baik untuk
menjagasuatu bentuk perlindungan bagi konsumen (nasabah) namuntidak mel emahkan kedudukan
posis bank, hal demikian perlu mengingat seringnya perjanjian yang dil aksanakan antarabank
dengan konsumen (nasabah) tel ah dibakukan dengan suatu perjanjian baku yangisinyatelah
ditetapkan secarasepihak dalam hal ini biasanyaditetapkan oleh bank sebagal pelaku saha..

Perlindungan hukum bagi konsumen (nasabah) yang mel akukan e ectronic banking meldui
ATM dapat dilihat dari berbagai regulasi dalam bidang perbankan mengenai perlindungan
konsumen (nasabah) bank diantaranyaadal ah Penerbitan Peraturan Bank Indonesia(PBI) No.
7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan
Penggunaan Data Pribadi Nasabah” dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang
“Penyelesaian Pengaduan Nasabah” dan PBI N0.8/5/PBI1/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang
“Media Perbankan” yang keseluruhan peraturan itu berlaku dan harus diperhatikan oleh pelaku
usahajasaperbankan.

Perlindungan konsumen (nasabah) mempunyai arti penting, baik konsumen yang
mel akukan el ectronic banking melaui ATM merupakan upayaperlindungan konsumen (nasabah)
sebaga sdah satu pilar sebagaimanayang telah ditetapkan oleh Bank IndonesadaamArsitektur
Perbankan Indonesia(AP!). APl merupakan suatu kerangkadasar sstem perbankan Indonesia
yang terdiri dari enam pilar, bersifat menyel uruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan pada
industri perbankan untuk rentang waktu limasampal sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan
pengembangan industri perbankan tersebut dilandas oleh vis mencapal suatu sistem perbankan
yang sehat, kuat dan efis en gunamenci ptakan kestabilan 9 stem keuangan dd am rangkamembantu
mendorong pertumbuhan ekonomi nasiona. enam pilar ddamAPI tersebut dapat dilihat dimana
perlindungan terhadap konsumen adadi dalamnya. yaitu:

Struktur perbankan yang sehat

Sistem pengaturan yang ef ektif

Sistem pengawasan yang independen dan ef ektif
Industri perbankan yang kuat

Infrastruktur pendukung yang mencukupi
Perlindungan Konsumen

Sk owbdpE
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Untuk mewujudkan perlindungan konsumen (nasabah) daam Pilar ke VI API dituangkan
dalam empat agpek yang terkait satu samalain dan secarabersama-samayang dapat meningkatkan
perlindungan dan pemberdayaan hak-hak konsumen (nasabah). Empat aspek tersebut ada ah:
1. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah;

2. Pembentukan lembagamedias perbankan;

3. Penyusunan standar transparans informasi produk, dan

4. Peningkatan edukas untuk nasabah.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen (nasabah) yang melakukan electronic
banking melaui Anjungan Tunai Mandiri dapeat dilakukan antaralain:

1. Penerbit wgjib meningkatkan keamanan APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan
Kartu) untuk meminimakantingkat kejahatan terkait dengan APMK, dan sekaligusuntuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APMK .

2. Peningkatan keamanan sebagai manadimaksud padaangka 1 dil akukan terhadap seluruh
infrastruktur teknologi yang terkait dengan penyd enggaraan APMK, yang mdliputi pengamanan
padakartu dan pengamanan padasel uruh s stem yang digunakan untuk memprosestransaks
APMK, yaitu:

a. Peningkatan keamanan kartu dil akukan dengan mengkombinas kan penggunaan magnetic
stripe dengan penggunaan chip (“integrated circuit™) yang mempunyai kemampuan untuk
menyimpan dan/atau memprosesdata, sehinggapadakartu dapat ditambahkan aplikas
untuk kepentingan pengamanan pemrosesan datatransaks.

b. Peningkatan keamanan mesin Electronic Data Capture (EDC) padapenyediabarang
dan/atau jasa (merchant/point of sales), keamanan mesin ATM, dan keamanan pada
sistemn pendukung dan pemrosestransaks (back end system) yang beradapada Penerhbit,
Acquirer dan/atau third party processor, dil akukan dengan caramenyediakan mesin
dan sistem yang dapat memproses kartu dengan teknol ogi chip sebagaimanadimaksud
padahuruf a.

c. Khususuntuk KartuATM dan Kartu Debet yang bermerek nasiona (domestic brand)
yang menggunakan pengamanan daam bentuk PIN, makaPIN yang digunakan sekurang-
kurangnyawsajib memuat 4 (empat) 6 (enam) digit. Meskipun demikian, sistem yang
digunakan untuk memproses KartuATM dan Kartu Debet yang bermerek nasional
tersebut harustetgp dapat memprosesK atuAPMK bermerekinternasiond yang memiliki
jumlahdigit PIN yang berbeda.

3. Penggunaanteknologi chip sebaga upayapeningkatan keamanan kartu sebagaimanadimaksud
padaangka 2 dil akukan dengan ketentuan sebagai  berikut :

a. Untuk Kartu Kredit, KartuATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar yang bermerek
internasional (global brand), standar chip dan sistem atau aplikasi yang digunakan
mengacu padastandar chip dan sistem atau aplikas yang berlaku dan/atau dipersyaratkan
oleh Prinsipal pemegang merek kartu tersebut.

b. Untuk KartuKredit, KatuATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar yang bermerek
nasional (domestic brand), standar chip untuk kartu dapat mengacu pada standar chip
yang berlaku untuk kartu bermerek internasiond (global brand) sebagaimanadimaksud
padahuruf a. Sedangkan standar sistem atau aplikasi yang digunakan harusdisesuaikan
sedemikian rupasehinggadapat memproses kartu dengan teknologi chip tersebut.

Daam hal kartu bermerek nasional tersebut tidak mengikuti standar yang digunakan untuk

kartu yang bermerek internasiond , makastandar chip untuk kartu tersebut sekurang-kurangnya
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wajib mengacu padalnter national Organization for Sandardization (1SO) yang berlaku
untuk smartcard. Adapun standar sistem atau aplikasi pemroses kartu tersebut agar
disesuai kan sedemikian rupasehingga dapat memproses kartu dengan standar chip yang
mengacu padal SO dimaksud.
4. Penggunaanteknologi chip padaKatuATM, Kartu Debet, dan Kartu Kredit wajib dilakukan
untuk setigp kartu yang diterbitkan sgak tanggal 1 September 2006, baik untuk Pemegang
Kartu baru ataupun untuk penggantian kartulama (renewal). Penggantian kartu-kartulama
wagjibtelah salesal dilakukan paing lambat tangga 31 Desember 2008.
5. Penggunaanteknologi yang dapat memproseskartu chip padasisem APMK seperti EDC,
ATM, dan back end system sebagal upaya peningkatan keamanan sistem, dan penggunaan
4/6digit PIN untuk pengamanan prosestransaks, dilakukan secarabertahap, sebagal berikut:
a.  Acquirer wgib mengganti atau meningkatkan keamanan padasguruh EDC, ATM, dan
back end systemyang disediakan sehinggaselurun EDC, ATM, dan back end system
tersebut dapat memprosestransaks dari kartu pembayaran yang menggunakan teknol ogi
chip.

b. Penerbit wgib menerapkan penggunaan 4/6 digit PIN untuk pengamanan prosestransaks
APMK.

6. Berkatan dengan kewgiban penggantian sebagaimanadimaksud padaangka4 dan angka
5, makasduruh KartuATM, Kartu Debet, dan Kartu Kredit yang diterbitkan ol eh Penerbit
di Indonesia, termasuk pemrosesan transaksinya, wajib sepenuhnyatel ah berbas steknol ogi
chip.

Lebih lanjutnya, bentuk perlindungan terhadap konsumen (nasabah) yang melakukan
electronic bankingmelalui ATM antaralain sebagai berikut:

1. Mengingatkan hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam
penggunaan kartunya, termasuk segala konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari
penggunaan kartu, misalnyatidak memberikan Personal |dentification Number (PIN)
kepadaorang lain dan berhati-hati saat melakukan transaks melalui mesinATM.

2. Memberikaninformasi tertuliskepada Pemegang KartuATM yang diterbitkan. Informas
tersebut wajib disampai kan dengan menggunakan Bahasalndonesiayang jelasdan mudah
dimengerti, ditulisdalam huruf dan angkayang mudah dibacaoleh Pemegang Kartu, dan
disampai kan secarabenar dan tepat waktu.

Padasaat konsumen (nasabah) bermaksud meakukan transaks pengambilanuang meldui

ATM makapihak yang sepakat untuk mengikatkan diri kedalam suatu transaks itu adalah pihak

bank dan konsumen (nasabah). Hanyasgja, salah satu pihak tidak hadir dan tidak menyaksikan

sendiri prosestransaks itu. Bahkan, kesepakatan konsumen (nasabah) mengenal jumlah dana
yang ditransaks kan tidak didahului dengan komunikas persona dengan pihak bank. Sehingga
gpapunresponmesinATM terhadap perintah dari konsumen (nasabah) secaraotomatisdianggap
sebagal persetujuan pihak bank. K etidakhadiran pihak bank daam transaks seolah sudah diwekili
oleh ssbuah mesin yang bisasg aterjadi kesdlahan atau rusak. Akan tetapi, mesintetgplah memiliki
kinerjaseperti mesin. Mesintidak bisadianggap sebagal suatu subjek transaks dan tidak dapat

di persamakan dengan person yang bisamewakili pihak bank (misalnya, lewat surat kuasaatau

perintah). latidak bisamel ahirkan suatu kesepakatan subjektif. Oleh karenaitu, mesnATM

bermasd ahtidak bisadipersa ahkan. Secarahukum, mesnATM bukan subjek hukum sebagamana
dipersyaratkan oleh Pasal 1320 BW, melainkan sekedar alat transaks. Di sinilah letak |lemahnya
kedudukan hukum konsumen (nasabah) dalam transaks lewat ATM.
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Khusustransaks transfer dana, misanya, seharusnyamengacu padaketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengharuskan adanyasurat bukti transfer dana
yang dibubuhi tandatangan atau cap dari parapihak. Selamaini transfer danamelalui bank
dilakukan dengan saranawesd, surat bukti pengiriman uang (dengan mall, tlegram, tlex). Namun,
kegiatan transfer sudah banyak dilakukan oleh konsumen (nasabah) lewat ATM. Pihak bank sulit
untuk bisa dipersalahkan atas kesalahan ATM . Sebab, pihak bank tidak hadir dan tidak
menyaks kan sendiri prosestransaksd itu, kecudi pihak bank memang mengakui adanyaproblem
mesin ATM tersebut melalui penel usuran bukti-bukti nyatayang sempat tercatat oleh ATM.
Persoad annya, apabilaATM mencatat dengan baik jumlah uang yang sudah dikel uarkan namun
kenyataannyakonsumen (nasabah) tidak menerimasamasekai danadimaksud, atau danayang
diterimaberkurang akibat terdapat kesalahan mesin ATM , hal inilah yang sering terjadi dan
menimpakonsumen (nasabah) sehinggakonsumen (nasabah) harus mengadukannyakepada
pihak penyediajasaperbankan.

Bentuk transaks sepihak di mesin ATM sebenarnyadapat mengakibatkan posis konsumen
(nasabah) lemah dalam hal pembuktian adanyakerugian akibat mesin error. Oleh karenaitu,
ketentuan Pasd 1320 BW sudah merupakan keharusan untuk melindungi parapihak dari kerugian
yang bisatimbul akibat kesal ahan sd ah satu pihak. Transaks yang tidak memenuhi syarat Pasal
1320 BW bisamengarah padaresiko sd ah satu pihak dirugikan. Riskonya, pihak yang dirugikan
tidak bisamenggugat ganti rugi kepadapihak yang seharusnyabertanggung jawab ataskerugian
yang timbul dalam setigp transaks yangtelah dibuat.

Terhadap segd abentuk uraian di atas, dapat dianalisis bahwada am terminologi hukum
perdata, apabilaterdapat risiko dalam suatu perjanjian (kontrak) yang berkewgjiban memikul
kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesal ahan sal ah satu pihak adalah pihak
yang menyebabkan timbulnyarisiko tersebut. ATM yang rusak memang bukan kesal ahan pihak
bank maupun pihak konsumen (nasabah). Tetapi, konstruksi pertanggungjawabannya bisa
mengarah padasiapapemilik dat transaks itu. ATM dan kartunyaada ah milik bank, sehingga
bank bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi saat konsumen (nasabah) melakukan
transaksi. Persoal annya adal ah pada pembuktian. konsumen (nasabah), di manakonsumen
(nasabah) tidak ahli dalam proses penel usuran kerusakan mesin yang memang itu merupakan
keahlian pihak perbankan. Sdanitu merupakan wewenang dan termasuk rahas addam perbankan
yang slamaini memang harusdijaga.

Akibat kerusakan padamesin ATM berdampak dalam pengambilan atau transfer dana,
apabilaterjadi berulang-ulang, ini hanya bersentuhan dengan soal kepercayaan konsumen
(nasabah) atasbank yang bersangkutan. Lebih dari itu, pihak bank tidak bisadipersoakan secara
hukum meskipun padahakekatnya pihak bank yang seharusnyabertanggungjawab. Sebab dalam
hal lavering (penyerahan) objek transaksi berupauang tidak dilakukan oleh subjek hukum
(persoon) dari pihak bank, me ainkan oleh mesin. Sehinggaperlindungan hak konsumen (nasabah)
sangat tergantung padakeadaan mesin ATM. Dengan demikian, bank bertanggungjawab untuk
menyediakan mesin ATM yang aman bagi konsumen (nasabah). Selainitu, pihak bank harus
berupayamembuktikan apakah konsumen (nasabah) benar-benar mengalami kerugian akibat
rusaknyaATM di saat bertransaks ini sesuai dengan beban pembuktianterbalik yang memang
berlaku dalam ketentuan undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Sehinggatidak bisadipungkiri bahwatransaks yang paing aman dantidak mengandung
resiko kesalahan addah di counter bank. Di counter bank, nasabah bi sabertemu langsung dengan
persond bank yang mengetahui dan melihat langsung nomina danayang ditransaksikan, serta
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adanyabukti tertulis. Dalam hal ini pihak bank tidak boleh menolak setigp permintaan transaks
pengambilan uangdi counter bank. Kecudi gpabilakonsumen (nasabah) memangingin bertranssks
lebih mudah, cepat, dan nyaman, penggunaan ATM menjadi alternatif pilihan. Tetapi apabila
suatuwaktuATM itu mengad ami kesalahan atau kerusakan makakemungkinanrisiko kerugian
akan ditanggung sendiri ol eh pihak konsumen (nasabah) dari pel aku usahayang menyediakan
jasaperbakan tersebut.

V. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi konsumen (nasabah) yang mel akukan electronic banking
melaui Anjungan Tunai Mandiri terdapat bebergpabentuk antaralain:

1 Memberikan perlindungan ddam bentuk mengkombinas kan penggunaan magnetic stripe
dengan penggunaan chip (“integrated circuit”) yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan
dan/atau memprosesdata, sehinggapadakartu dapat ditambahkan aplikas untuk kepentingan
pengamanan pemrosesan data pada saat konsumen (nasabah) melakukan transaksi.

2.Memberikan peningkatan keamanan mesin El ectronic Data Capture (EDC) padapenyedia
barang dan/atau jasa (merchant/point of sales), keamanan mesin ATM, dan keamanan pada
sistem pendukung dan pemroses transaksi (back end system) yang berada pada penerbit,
Acquirer dan/atau third party processor, dilakukan dengan caramenyediakan mesin dan sistem
yang dapat memproseskartu dengan teknologi chip sehinggadapat | ebih menjamin keamanan
pihak konsumen (nasabah).

3.ApabilaKartuATM yang bermerek internasiond (global brand), standar chip dan sistem atau
aplikas yang digunakan mengacu padastandar chip dan sstem atau gplikas yang berlaku dary
atau dipersyaratkan oleh Prinsipa pemegang merek kartu yang diterbitkan.

4. ApabilaKartu ATM yang bermerek nasional (domestic brand), standar chip untuk kartu
dapat mengacu padastandar chip yang berlaku untuk kartu bermerek internasional (global
brand) yang yang tel ah dipersyaratkan oleh prinspdl.
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